Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAFRAH PROVINSI SULAWES! SELATAN
NOMOR & TAHUN 2002
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUERNUR SULAWED! SELATAN

pahwa peranan partal pelitik adalah memperjuanghan cita ~ cita para
anggotanya dan mendukung pengembangan kehidupan demokrasi di

daerah dan monjadi serana penyailuran aspirast masyarakat.

b. bahwa univtk meningkatkan peranan partai politik sebagaimana

1.

dimaksud pada huruf & diatas dipandang perly mamberikan bantuan
kedangan Kepada partal politik secara proporsional menurut
kemampuan kevangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam '
huruf a dan b perjue membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan

Keuarngan kepada Panal Politik.

Undanyg — Undang Nomoar 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat i Sulawesi Selatan Tenggare dan Dasrah Tingkat |
Sulawasi Utara Tengah {(Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor
2102, Jo Undang — Undang Nomor 13 Tahun 1964 lentang Penetapan
Peraturan Pemerintab Pengganti Undang — Undang Nomor 2 tahun 1964
tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawest Tengah dan Daerab
Tingkat | Sulawesi Tepggara dengan mengubah Undang - Undang
Nenor 47 Prp Tahun 1960 tentang Fembentuhan Daerah Tingkst ¢
Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tinghat | Sulawesi Selatan Tenggara
menjadi Undang - Undang {Lembaran Negara Republilc Indonesia
Tahun 1964 Momor 94, Tambahan Lembaran Negara Republilt Indonesia
Nomor 2687);

Undang — Undang Momor 2 tahun 1229 tentang Partal Polittl {Lembaran
Negara Tahun 1952 Nemor 22, Tambzhan Lembaran Negara Nomor
3809);

Undang - Undang Nomor 3 tahun 1892 ientang Pemilihan Umuom
sebagaimana telah divbah dengan Undang -~ Untdang Momor 4 Tahun
2300 (Lembaran Megarz Hepublik Indonesia Tahun 2609 Nomor 71,
Tambahan Lembaran negara Repubiik indonesia Nomor 3%59);

Undang — Undang Nomor 4 Tabhun 9583 teniang Susunan  dan

Kedudukan Majelis Permusyvawaratan Rakyat, Dewan Pernwakifan

o]

Rahyat can Dewan Porwekien Rakyst Daeran {Lembaran Megare

Republik Indonesia Tahun 1999 Momor 24, Tambanan Lembaran Negars

Reoublik Indonesia Nomor 3811);



5. Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1982 lentang Pemerintah Daeran
(Lembaran Negara Republikx Indonesia Tahun 4959 Nowmor B0,
Tambahaon Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 3839};

6. Undang - Undang Nomeor 25 Tahun 149359 teritang  Pernimbangan
Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Megara
Repubiik Indonesia Tahun 1899 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negars
Repubiik Indonasia Nomor 4029y

L 7. Peraturan Pemeriniah Republik Indonasia Nemor 285 Tahun 2063
s tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sehageal
Baerah Clonomi;

8. Peraturan Pemeriniahy Repubiik Indonesia  Nomor 10686 Tahun 2004
w@ntang Pengeloiaan dan pertanggungjawahan keuangan daerah;

3. Peraturan Pemerintaiy Republik Indonssia Nomor 81 Tahun 20045
tentang Bantuan Keuangan kepada Partal Politik;

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1885 tentang Tekhnpik
penyusunan Peraturan Perundang —~ undangan dan Bentuk Hancangan
Undang — Undang, Rancangan Peraturan pemerintah dan Rancangan

Keputusan Presiden

(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1899 Nomor 70).

Dengan perseiujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINS! SULAWES] SELATAN

MEMUTUSKAN

Menelapkan | PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAL

POLITIK

EAB
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksug dengan

1.

[

[

FPemerintah Provinsi adalah Pemerintai Provinsi Sulawesi Selatan.

DPRD adalah DPRD Provinsi Sulawesi Seiatan,

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Suiawesi Selatan.
Partai Politik adalah Partai Politik pescria Pemitu Terakhis.

Dantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah
Provinsi kepada Partai Politik yang memperoleh suara sah dalam Pemilihan Urnum,
Suara Sah adalah suara yang diperolen Partal Politik paca Pemilihan Umum vang telah
disahlian oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan,




BAB 0
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1} Untuk membantu kegiatan Pariai Politik dalam ranghka memperuangkan cita — cita
para anggofanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegars,
Pemerintah Provinsi berkewajiban memberikan bantuan keuangan.

{2} Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} dibesikan kepada Parial
Poftik yang memperoleh suara sal pada Pemilian Umum uniuk BPRD.

(3) Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan pada setiap Tahun
Anggaran dan ditetapkan dalam AP3D.

BAB Hl
PENETAPAN JUVMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

{1} Jumiah bantuan keuangan kepada Partai Pofitik ditetapkan berdasarkan hasil
peroichan suara sah dalam Pemiliban Umum vang disesuaikan dengan kondisi atau
kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi,

(Z} Partai Polilik memperolell bantuan Keuangan secara proporsional vang besarnya
ditetapkan berdasarkan jumiah peroichan suara sah masing - masing pada Pemitihan
Umum untuk keanggotaan DPRD Provinsi Sutawesi Selatan.

(3} Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam avai {1}
ditempatkan daiam Pos Belanja Fembangunan APBD yang pelaksanaannya mengacu
kepada ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 4
Selain bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Pemerintah Provinsi
menganggarkan bantuan kevangan untuk kegiatan konsclidasi organisasi kepada Partai
Politik  Politik/dan yang bersifat insidentil dalam Pos Belanja Rutin APBD yang

pelaksanaannya diatur oleh Gubernur.

BAB IV
TATA CARA FEMEERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

{1) Permintaan bantuan keuangan digjukan oleh pengurus Partai Politik Tingkat | Provinsi
yang ditandatangani oleh Ketua dar Sekretaris kepada Gubernur.

{2} Pengajuan permintaon bantuan icuangan sehagaimana dimaksud ayat {1} harus
-dilengkapi dengan dokumen salinan atau foto Capy Dailar Perclehan Suara Sah dalam
pemilihan umum uniuk DPRD yang disahkan oleh Paniiia Pemilihan Daerah Tingkat §
{(PPD 1) Provinsi Sulawesi Selatan dan di verifikasi oleh Badan iesatuan Bangsa

Provinsi Sulawesi Selatan.

—
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[

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politix dilakukan dan diatur oleh

Gubernur berdasarkan ketentuan yang berfaku.




BAB ¥
KETENTUAN PENUTUP

Dasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan. Agar seffap oran

mengetahuinya memerintahkan penguklangan Peraturan

¢
Daerah  ini dengan
si Selatan.

penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawe

¢

q;\Makassar

J:K -

FQERAH P?DVINS! SULAWES] SELATAN

LEMBARAN DAERAH PROVINS! SULAWES! SELATAN TAHUN 2002
NOMOR :



PENJELASAN
TAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR @ TAHUN 2002

TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

UMUM

[

Negara menjamin setiap warga Negara mempunyal kesempaian yang sama
datam merumuskan kebljakan — kebijakan negara, Keikutsertaan warga negara dalam
perumusan kebijakan negara, sesuai dengan system demokrasi dinegara Republii
Indonesia yang menganut system perwakilan dilaksanakan melaluj partai poiiil,
Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulaian rakyat dan
partai politik merupakan asset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya
kehidupan demokrasi dj Indonesia, Pemeriniah Proivinsi periu memberikan bantuan
keuangan kepada Partai Rolitik,

Pemberian keuangan kepada Partaj Politik bertujuan untuk membaniy
Partai Politik dalam memperjuangkan cita - cita anggotanya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disamping ifu juga untuk lebih
meningkatkan peran Partzi Politik dalam melaksanakan tugas - tugas Pembangunan
dan mewujudkan cita - cita Bangsa Indonesia seria menjunfung tinggi dalam
kedauiatan Rakyat dalam kerangka Megara Kesatuan Repuibiik Indonesia.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3

Avat (1)

Pemberian bantuan keuangan disesuaikan dengan kondisi atay Kemampuan Keuangan
Pemerintah Provinsi artinys besaran jumlah bantuan seliap tahun dapat berubah
sesuai dengan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi pada zaat ditetapkannya APBD
Ayat (2)

Cohup Jeias

Ayat (3}

Cukup Jelas

Pasal 4
Bantuan ini merupakan bantuan Pemberdayaan. Besarnya bantuan dan mekanisme

pelaksanaannya ditentukan dan diatur olel Gubernur,




Pasatl 5

Avat {1)

Cukup Jelas

Ayat {2}

Bokumen saiinan atau foto copy daftar perolehan suara masing —-masing Partai Polisik
peserta Pemilu diverifikasi atau dicocokkan olah Badan Kesatuan Bangsa Provinsi
Sulawesi Selatan sesuai deirgan data yang terdapat pada Panitia Pemilihan Dagrah
(PP} Tinghat} Sulawesi Selstan,

Ayae(3)

Culup Joelas
Pasal ¢

Cultun Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINS! SULAWES] SELATAN
NOMOR 212




